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59/P Tahun 2011; 

4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang 

Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian 

Perdagangan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 

Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara; 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan; 

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan 

Denda Administratif sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi Nomor 66/BAPPEBTI/Per/1/2009; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 
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SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada : 

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;  

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  

4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;  

5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti. 


